KABUPATEN TULANG BAWAN
PENDAPATAN DAN BELANJA D
RANCANGAN PERATURAN BUPATI

GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/412/V1.02/HK/2020
TENTANG

AERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020
GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang

Mengingat:

1.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS,
dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembnran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran N'egara
Republik Indonesia Nomar 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang .Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuln
2015 Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyelcnggaraa'n
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahar. Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan lieuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN QUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAIT KABUPATEN TULANG BAWANG DBARAT
TENTANG PERUBAIIAN ANQGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN
PERURAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAIIUN ANGGARAN 2020

KESATU + Haesil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanjq
Dacrah Tuhun Anggaran 2020 dan Rancangun Peraturan Bupati
Tulang Bawany Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
yang tidak terpisabkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
penycsuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan
Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
paling lambat 7 (tujuh) hari scjak diterimanya Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA . Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Barat, dan Bupati Tulang Bawang Barat menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Eelanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Dacrah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati
Tulang Bawang Barat, Gubernur mengusulkan kepada Menteri
Dalam Negeri,untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan
Dana Transier Umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register
dari Gubernur.
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KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2020 yang tclah ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Baral tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Peraturan Bupali Tulang Bawang Barat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri
dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

ditetapkan.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

¥

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Kepala Bndan Pemeriksa Keunngan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

4. Kepala Biro Hukum Sckretariat Dacrah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

5. Pimpinan DPRD Knbupaten Tulang Bawang Baral di Panarngan;



LAMPIRAN

KEPPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG .
NOMOR: G/412/V1.02/HK/2020 TANGOAL 23 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAWN

1.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak konsisten dalam tahapan
penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen
perencanaan daerah yaitu:

a. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 namun berbeda kode
rekening dan judul kegiatan dengan Dokumen Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Program Rchabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada
Raperda Kcgiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan kode rekening (18.03)
tetapi pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS kegiatan
Pemeliharaan rutin berkala jalan dan jembatan tanpa mencantumkan
kode rekening.

b. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Da=rah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan RKPD,
namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan PPAS yaitu pada
Dinas Pendidikan Program Pengelolaan Dana Operasional Sekolah
Kegiatan Pengelolaan Dana Opersional Sekolah kode rekening (27.01).

c. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan PPAS
namun berbeda dengan yang tercantum pada Perubahan RKPD vaitu
pada Dinas Sosial pada Raperda dan PPAS tcrdapat Program Pelayanan
dan Rchabilitasi Kesejahteraan Sosial, tetapi puda Perubahan RKPD
Program Sosial.
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Program dan kegiatan terscbut diatas tidak dapat dianggarkan, untuk l'tl.!
agar dialihkan ke program den kegiatan lain yang lebih prinr_ima sesual
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesual ketentuan
Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencannan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Un_dang—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Femerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 89 Peraturan Demerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang_
Pengelolann Keuangan Dacrah. Pasal 177 Peraturan Menten I)ah:m'.l Negeni
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Duerah tentang Rencana Pembangunan Jangkn Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daeml.l. .
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menten Dalam Negeri Nomnor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Pemeriatah Kabupaten Tularg Bawang Barat agar memperhatikan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggarur Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pencapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran
2020.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar mclakukan penguatan
Pembinnan dan Pengawasan Inspektoral Daerah sesuai ketentuan Pasal 14
ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenpgaraan Pemerintah Dacrah yang menctapkan,
bahwa Pemerintah Daeianh wajib mengalokasikan anggaran pengawasan
sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai
program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:

a. kineria rutin pengawasan, incliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA
SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran,
reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler
perangkat dacrah, pemeriksann dengan tujuan tertentu, pemeriksaan
serentak  kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Internal
Pémerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring
dan evaluasi Tindak Laniut Hasil Pemenksaan DBadan Pemeriksa
Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat
Pemeriksa Intermal Pemerintah;

b. pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan
desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsif
gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut

perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penaaganan Pengaduan
Masyarakat yang berindikasi korupsi;
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€. pengawalan reformanl hirokrasi, melipul, penilalnn mandirl reformasi
birokraai, penangnnan pengndunn manynrakat terhadnp  perangkat
daerah, pennnganan pengneunn manyarnkat terhndap pemerintahan
dena dan evaluasi pelnyanan publik;

d. penegnkan integritas, meliputl;  penanganon  laporan  gratifikasi,
monitonng dan evalunsl nksl pencegnhnn korupni, verifikanl pelaporan
Rencann Akni Unerah Pencegahian  dan Pembernninnan Korupsl,
verifiknsi  LIIKPN/LHKASN, penllalan  Internal  zona  integritas,
penanganan benturnn kepentingan, survey penegakan integritas dan
penanganan Whistle Blower System;

e. keginian non pengawasan, seperti pendidikan profesionnl berkelanjutan
melalui pendidikan dan pelaiihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP;

f. sarana dan prasarann pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton,
dan lnin-lain; dan

8- kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana
penunjang DAK Fisik sebagnimana maksud Peraturan Presiden Nomor
88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

- Dalam rangka mendukung Frogram Jaminan Kesehatan melalui kontribusi

dari pajak rokok bagian hak maging-masing daerah, Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat  dalam pelaksanaannya berpedoman kepada
ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehutan scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok
scbagni Kontribusi Dukungan Program Jaminan Keschatan serta Peraturan
Menteri Keschatan Nomor 40 Tahun 201€ tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan  Keschatan

M. .sarakat, sebagaimana telah  ciubah dengan  Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

- Dalam hal Pemerintah Dacrah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga

terkait dengan:

b. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

¢. akibat pemberian kesempatan kepada  penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekejaan schingga melampaui tahun anggaran 2019
sesuai peraturan Perundang undangan; atay

d. akibal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkrachi).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020 seguni kode rekening berkenaan.
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e,

A

Dalam gk pelnksanann Ketentunn Pasal 230 ayat (2) Undung-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daernh sebagalmann telnh
diubah bebernpa kall terakhir dengan Undang: Undang Nomor 9 Tnhun
2015, Panal 30 ayat (7) Peraturnn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan dan Pasal 10 ayal (2) Pernturan Menterd Dalnm Negerd Nomor 130
Tahun 2018 tenfang Keginten Pembangunan  Sarnna dnn  Prosarana
Kelurnhan dan Pemberdnynnn Mawnynrakat  di Kelurahan, PPemerintah
Knbupaten  Tulang  Dawang  Darat  aghr mengnngparknn kegintan
pembangunan  kelurnhan srnnn dan  prasarnnn kelurnhan - dan
pemberdayann manyarnknat 4 kelirahan paling sedikit nehesar Dana Dena
terendali diterima desa  ditambali DAU  tambahan,  nensund ketentuan
peraturnn perundang-undungan. Dukungan alokasi anggarnn dalnm rangkn
pelaknanann tugns Camnt senuni ketentuan Panal 10 Pernturnn Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2018 tentung Kecnmntnn dan Pawal 154 Peraturan
Pemerintah 43 Tnhun 2004 tentang Pernturan Pelaksannan Undnng-Undang
Momor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagnimann telnh diubah beberapa kali
terakhir dengan emerintnh Nomor 11 Tahun 2019,

Pengangenrnn lurnn Kepesertuon dalam Jaminnn Kesehntnn Pemerintah
agar disesuniknrn dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasnl 34
Peraturan Presiden Nomor 82 Tnhun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagnimnna lelnh diubah dengan Peraturan Presiden Normor 64 Tahun
2020.

Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal agar
Pemerintah Knbupaten Tulang Baweng Barat membentuk Tim Penernpan
SPM dengan susunan keanggotann dan Sekretanat Tim berpedoman kepada
ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pencrapan Stundar Pelnyaunoan Minimal,

Pemerintah  Kabupaten Tulang Bawang Barat agnr  mengarahkan
penggunaan belanjn infrastruktur daernh yang berkaitan Inngsung dengan
percepatan pembangunan fasilitas pelavanan pubhk dan ckonomi dalam
rangka meningkatkan kesempatan kena, mengurangi kemiskinan, dan
mengurangi kescnjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang
besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan  perundang-undangan
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belnnja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

Il. PENDAPATAN DAERAHK

1.

Penganggaran target pendapatan dacrah semula scbesar
-, 788,610.630.593,00 berkurang schesar Rp140.678.994.703,91 atau
14,23% menjadi sehenar Rp847.931.635.889,09 terdiri dari:

a, Pendapatan Asli Dacruh semula  sebesar Rp37.069.490.825,00
bertambah sebesar Rp4.595.221.264,09 atau 12,40% menjadi sebesar

Rp41.664.712.089,09 atau acbesar 4,91% dar 1otal pendapatan
daerah;
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b. Dana Ferimbangan semula sebesar Rp742.398.556.000,00 berkurang
sebesar Rpl114.437.661.629,00 atau 15,41% menjadi sebesar
Rp627.960.894.371,00 atau scbesar 74,06% total pendapatan daerah;
dan

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah
Rp209.142.583.768,00 berkurang scbesar Rp30.
14,74% menjad: scbesar Rp178.306.029.429,00 atau
pendapatan daerah
-~ yerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harue melakukan prognosis
target pendapatan secar lebith akurat sesuni potensi sumber pendapatan
yang ada di Knbupatrn Tulang Bawang Barat berdasarkan peraturan
perundang-undangan, dan memperhatiknn  perkembangan berbagai
indikator perckonomian nasional dan daerah vang dapat mempengaruhi
potrnsi  pendapatan  daernh dimaksud. Pendapatan daerah yang
dianggarkan merupakan perkirnan yang terukur secarn rasional dan
memiliki kepastinn serta dasar hukum penerimaannya
Pendapaian Asli Daerah setuia sebesar Rpd7 069 490 825,00 bertambah
scbesar  Rpd 505 221 264,09  atau 12.40% menjandi  sebesar
Rp41 664 712 089,07 terdin dan
a. Pendapatan Paak  Doerah semula sebesar Rpl4.571 €00.000,00
berkurang sebesar Kl 000 000 000,00 atau 6,86% menjadi scbesar
Rpl1 571 000 000.00 atan 32,57% dan total Pendapatan Asli Daernh;
b. Hawl Retrnibusi Darrah seiiula sebesar Rp2 K09 204 000,00 bertambah

sebesar  Kp2 105000 000 00 Atau 7493 % menjadi  sebesar
Rpd 914 204 000,00 atay 1179 dan total Pendapatan Aah Daernh;

Yung Sah semula scbesar
836.554 339,00 atau
21,03% dari total

Hasil Penpgelolaan Kekoyoan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar

C.
Rp2 154 284 825,00 bertambah  acbesar Rpi47 127 878,70 atau
20,76%. menjedh sebesar Bp2 601 414 TO0Y,70 atau H,24"% dar total
Fendepatan Asli Daemh, dan

d. Lain-lain Pendapatan Aali Darcrah semuln schesar

Rp17 535 000 000,00 bertanmbah sebesar Rpd 043 093.385,39 natau
17,35% menjads sebesar Kp20 578 093 385,39 atau 49.39% dan total

Pendapatan Ash Darcrah

Dapat dhanggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daernh dan Reinbuai Daemh dan Peraturan Menten Dalam
Negen Namor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengrlolann Keuangan
Daerah sebagnimana teloh diubah be bernpa kali ternkhir dengan Feranturmn
Mentrn Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011, serta butir Hl.1.a.1),,
.1 a2y, dan 1111 a Jd). Lompiran | Permaturnn Menten Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran "endapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggarar 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima)
tahun ternkhir Pemenintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, secbagai
berikut:
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Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajuk Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggarun 2016 s.d. 2020

Tahun|  Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Yo
1 2 3 3
2016 7.858.500.000,00 8.161.566.339,00| 103,86
[ 2017 | 9.666.000.000,00 10.351.676.923,59| 107,09
2018 12.106.000.000,00 14.020.637.888,50| 115,82
2019 | 12.571.000.00C,00 14.996.362.602,28| 119,29
2020 | 13.571.000.000,00 - .

Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Dacrah 5 (lima) tahun terakhir Tahun’
Anggaran 2016 s.d. 2020

[ Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

T 2 T T3 1T 4
2016 |  1.404.500.000,00 1.339.636.527,00 | 95,38
2017 2.944.500.000,00 2.028.842.945,00 | 68,90
2018 2.569.500.000,00 2.906.222.113,01 | 113,10
2019 2.809.204.00C,00 | 3.228.954.102,00 | 114,94
2020 4.914.204.000,00 - -

Tabel.3

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5
(lima) tahur terakhirTahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
2 | 3 | a
2016 1.522.186.680,00 1.472.186.679,59 | 96,72
2017 1.558.804 221,50 1.558.804.221,50 | 100,00
2018 2.154.286.324,37 1.632.351.654,32 | 175,77
2019 |  2.154,286.525,00 2.358.292.765,46 | 109,47
2020 2.601.414.703,70 -
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Tabel.4
Anggaran Lain-lain Pendupatan Asli Dacrah Yang Sah

5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahian Tt_ _Al'p:gumu IRnl_ "I Realisasi {Rp) %o
T T2 T 3 4
2006 |  18.450.142.500,00 9.909.584.591,04 | 53,71
2017 12.887.000.000,00 0.203.150.157,15 | 71,41
T2018 | 15.530.000.000,00 9.051.257.979,94 | 58,30
2019 | 16.319.000.000,00 11.826.907.931,38 | 72.34
72020 | 20.578.093.385,39 B -l -

Berkeraan dengan data lersebut di atas, dalam penetapan targct.
Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli
daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonoini pada Tahun 2020 yang berpotensi
terhadap target pencritnaan pendapatan asli dacrah tahun sebelumnya,
terutama untuk lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat
realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

Penyediaan anggaran pada kode rekening:

a X.Xo0xawN.xx.xx.4.1.2.01.44  Retribusi  Pengendalian  Menara
Telekomunikasi scbesar Rp120.000.000,00 realisasi pada semester |
Tahun Anggaran 2020 scbesar Rp209.959.103,00 atau 174,97%.

b. x.xx.x.ooexx.xx.c.4.1.2.01.20 Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran
sebesar Rp138.500.000,00 Realisasi semester | Tahun Anggaran
2020 sebesar Rp141.000.000,00 atau 101,81%

Penganggaran Penerimaan Retribusi  terscbut tetzp dan tidak
disesuaikan dengan realisasi pada semester 1, Pemerintah Kabupaten
~ulang Bawang Barat agar melakukan penyesuaian dan melakukan
prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber
pendapatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Fenetapan target Dana Perimbangan semula sebesar
Rp742.398.556.000,00 berkurang sebesar Rnl 14.437.661.629,00 atau
15,41% menjadi sebesar Rp627.960.894.371,00 terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajuk/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar
Rp18.017.505.000,C9 bertambah sebesar Rp] .330.477.371,00 atau
7,38% menjadi sebenar Rp19.347.982.371,00 atau 3,08% dari total
Dana Peiimbangan;

b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp497.315.642.000,00
berkurang sebesar Rp53.916.186.000,00 atau 10,84% menjadi

sehesar Rp443.399.456.000,00 atau 70,61% dari total Dana
Perimbangan; dan
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v. Dana Alokasi Khusus semula sebewar Rp227.065.409.000,00
berkurnng sebesar Rp61.851.953.000,00 atau  27,24% menjadi
sebhesar Rp165,213.456,000,00 atau 26,31% dari total Dana

Perimbangan.

Pemerintnh  Knbupaten Tulang Bawang Barat ongar memperhatikan
Diktum Ketiga Instruksi M2nteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
bahwa Rincian Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) agar
Lerpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negarn Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan
Pernturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menten Keuangan
Nomor 113/PMK.C7/2020 tentang Penctapan Kurang Bayar dan Lebih
Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Keputusan Menteri
Keuangan Tahun 2020 tentang Bantuan Operasional Keschatan dengan
memperhatikan  kemungkinan realisasi penenmaan  ncgara yang
dinamis, dengan mempertimbangkan (ren realisasi 3 (tiga) tahun
terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun
Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir [11.1.b.1), 111.1.b.2), dan [II.1.b.3)
Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar
Rp209 142.553.768,00 berkurang sebesar Rp30.836.554.339,00 atau
14,74% menjadi sebesar Rp178.306.029.429,00 terdin dan:

a. Pendapatan Hibah schesar Rp35.795.526.826,00 yang diuraikan ke
dalam Pendapatan Hibab dari Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) sebesar Rp35.795.526.826,00,

Dapal dianggarkan apabila terdapat Jokumen pemyataan kesediaan
untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan,
kelompok Lain-Lain Pendapatan Daernh vang Sah, dan diuraikan ke
dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing
nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening
berkenaan sesuai ketentuan dalam butir 111.1.b.11) Lampiran
IPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
semula  scbesar Rp69.744.265.942,00 berkurang secbesar
Rp28.783.545.339,00 atau 41,27% menjadi sebesar
Rp40.960.720.603,00 agar disesuaikan pada penganggaran belunja
Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran
2020 sesuni ketentuan dalam butir [11.1.b.9) Lampiran IPeraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020. '
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Dana Desa semula sebesar Rp91.900.174.000,00 berkurang schesar
Rp1.005.051.000,00 atau  1,09% menjadi  sebesar
Rp90.895.123.000,00.

Dana Desa dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Penpelolaan Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020.

Dana Insentif Daecrah semula sebesar Rp8.702.617.000,90_
berkurang sechesar Rp1.047.958.000.00 atau 12,04% menjadi

schesar Rp7.654.659.000,00

Penggunaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden
Nomor pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana
Insentif Dacrah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

IIl. BELANJA DAERAH
A. KEBIJAKAN BELANJA

1.

Alokasi anggaran belanja dacrah semula sebesar
Rp1.074.611.005.177,00 berkurang sebesar Rp117.141.1 14.369,29
atau 10,90% menjadi sebesar Rp957.469.890.807,71. Alokasi
Belania Daerah tersebut terdini dari: -

a. Belanja Tidak Langsung

Belan:a Tidak Lanpsung semula sebesar Rp497.678.532.767,00
berkurang sebesar Rp4.604.861.925,29 atau 0,93% menjadi
sebesar Rp493.073.670.841,71 atau 51,50% dari total belanja
daeral: terdiri dan: '

1) Belanja Pcgawai semula sebesar Rp322.069.923.667,00
berkurang sebesar Rp19.599.965.956,29 atau 6,09% menjadi
sebesar Rp302.469.957.710,71 atau 61,34% dan total
Belanje Tidak Langsung;

2) Belanja Hibah semula sebesar Rp13.056.100.000,00
berkurang sebesar Rp1.176.000.000,00 atau 9,01% menjadi
sebesar Rp11.880.100.000,00 atau 2,41% dari total Belanja
Tidak Langsung;

3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp6.731.000.000,00
bertambah sebesar Rp100.000.000,00 atau 1,49% menjadi
sebesar Rp6.831.000.000,00 atau 1,39% dari total Belanja
Tidak Langsung;
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4) Delanjn  Bagi  Hasil  Kepada Pemerintah /Provinsl/
Kabupaten/Kota  dan Pemerintnhan  Desa  ncbesar
Rp1.738.020,400,00 atau 0,35% dan totnl BBelanjn Tidak

Langsung,

5) DBelanjn Hantuan Keunngan Kepadn
Provinsi/ Knbupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula
schesnr Rpi-l-l..'ill‘l.-lﬂﬂ.?l’lﬂ.()(] berkurnng nebenar

Rp7.610.371.000,00 atau 5,20% menjadl  sebesar
Rp136.97:3.117.700,00 atau 27.78% dari total Belanjn Tidak
Langsung,

6) Belanja Tidak Terdugn semula sebesar Rp 2.000.000.000,00
bertambah sebesar Rp25.943.540.829,00 atau 1.297,18%
menjndi sebesar Rp27.943.540.829,00 atau 5.67% dani total

Belanjn Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja  Langsung semula  scbesar Rp576.932.472.410,060

berkurang sebesar Rp112.536.252.444,00 atau 19,51% menjadi

sebesar Rp464.396.219.966,00 atau 48,50% dari total belanja
terdiri dari:

1) Belanja Pegawai semula  sebesar Rp40.596.845.400,00
bertnmbah sebesar Rp252.394.000,00 atau 0,62% menjadi
sebesar Rp40.849.239.400,00 atau 8,80% dari total belanja
dacrah langsung;

2! Belanja Barang dan Jasa semula scbesar
Rp222.908.362.332,00 berkurang scbesar
Rp20.700.068.444,00 atau 9,29% menjadi sebesar
Rp202.207.693.888,00 atau 43,54% dari total belanja
langsung; don

3) Belanja Modal sebesar Rp313.427.264.678,00 berkurang
sebesar Rp92.087.978.000,00 atau 29,38% menjadi sebesar
Rp221.339.286.G78,00 atau 47,66% dari total belanja
langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemcrintahan konkuren yang menjadi
kewenengan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis
dan harga satuan regional sezuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum
yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan
pilihan, juga harus mendukung targe! capaian prioritas
pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Femerintah Daerah.
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Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebib
fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktil dan memiliki
manfant untuk meningkatkan kualitas sumber dnyn manusia,
pelayanan  publik, daw pertumbuhan ckonomi daerah acsuai
ketentuan Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

. Alokasi belanjn yang  diwajibkan oleh  peraturan  perundang-
undangan yniiu:
a. Jumlah nlokasi anpgaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rp253.816.115.872,71 atau 26,51% dari total belanja daerah
scbesar Rp957.469.890.807,71.

Pemerintah  Kabupaten  Tulang Bawang Barat  agar
mempertahankan pengalokasikar anggaran fungsi pendidikan
sckurang-kurangnya secbesar 20% dari total belanjn dacrah
sesuni ketentuan Pasal 49 Undang-Undaug Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

b. Jumlah alokasi anggaran keschatan sebesar
RpB86.661.073.245,00 atau 12,50% dan total belanja daerah di
luar gaji sebesar RpA93.535.774.506,00. Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang Barat agar memperiahankan pengalokasian
anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10%
dan total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171
ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
NegeriNemor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran -
2020;

¢. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer
umum yang terdin dan DAU dan DBI yang bersifat umum
sebesar Rp144.904.597.235,00 atau 15,13% dari total belanja
daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar
mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang
berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas
pelayanan publik dan ckonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerjs, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan penyeciaan layanan publik antar daerah yang
besaran aiokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening
X.XX.X.X00.XX.XX.%x.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Desa ADD sebesar Rp45.677.994.700,00 atau 9,87% dari dana
perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp462.747.438.371 ,00.



-16-

Pemerintnh Kabupaten Tulang Bawang Barat agar dapat memenuhi
pengalokasian anggaran untuk Belanjn Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desn paling sedikit 10% dari Dann Perimbangan yang
diterimn setelah dikurangi DAK guna menghindarn penundaan
dan/atau pemotongan Dana Perimbangan sesuni ketentuan Pasal
72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentung Dean dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Pelakranaar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali lFquhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek
teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar na.mn
pemerintah desa selaku penerima scbagai rincian obyeck pcncnfna
bagi hasil pajak daerah dan retribusi dacrah sesuai kode rekening
berkenann;

Penyediaan anggarun vang tercantum pada kode rckening:

1) x.xx.X.XX.XX.XX.xx.5,1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
Kepadn Desa schesar Rp1.457.100.000,00 atau 10,74% dari

dana hasil pajak dacrah sebesar Rp13.571.000.000,00;

2) X.XX.X.XX.XX.XX.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi
Dacrah Kepada Desa sebesar Rp280.920.400,00 atau 4,08%
dari dana hasil retribusi daerah scbesar Rp4.914.204.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang  Barat agar
mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi
Hasil Pajak Dacrah dan memenuhi pengalokasian Bagl Hasil
Retribusi Dacrah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10%
sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Namor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelal:sanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 lentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan P'eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar
nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode
rekening berkenaan;

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspeitorat Kabupaten Tulang Bawang Barat
sebesar Rp7.581.270.237,00 atau 0,79% dari total belanja daerah
sebesar RpY57.469.890.807,71.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memenuhi
pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka
penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar
1,00% dan total belanja dacrah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir
V.54 Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
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Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur,
jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bag ASN d_nlam
rangka pengembangan kompetensi  penyelenggara pemerintah
daernh Pemerintah  kabupaten Tulang Bawang Baratl sebesar
Rp4.139.870.600,00 atau 0,43% dari total belanja daerah.

Untuk ite Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar
memperinhankan alokasi anggaran terschut sekurnng-kurangnya
sebesar 0,16% dari total belanja dacrah sebagaimana dimaksud
dalam butir V.38 Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2019 teatang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020.

Sclanjutnya, Dalain hal besaran alokasi anggaran dalam APBD
tnhun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang
telah  melebihi 0,16% dari total belanja daerah, Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak diperkenankan mengurangi
besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan
dimaksud.

Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas
Kesehatan scbesar Rp12.923.650.000,00 atau 76,93% dan
Penerimaan Bag Hasil Pajak Rokok sebesar Rpl16.800.000.000,00
yvang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran
Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Keschatan Nasional
(JKN), Pemerintah  Kabupaten Tulang Bawang Barut agar
mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan kesehatan
nasional paling sedikit 37,5% dari Bagi Hasil Pajak Rokok sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telnh diubah beberapa kali terakhirdengan
Peraturnn residen Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keschatan Nomor 53 Tahun 2017 tentarg Perubahan atas
Peraturan Menten Keschatan Nomor 40 Tahun 2016 yang
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemben pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar
mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD
untuk inendukung program jaminan kesehatan nasional paling
sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang
diterima untuk mendanai program /kegiatan:

a. Peningkatan kualitas bahan baku
Pembinaan industn

Pembinaan lingkungan sosial

- Sosinlisasi ketentuan di bidang cukai
Pemberantasan barang kena cukai ilegal

® =0 o



.18

Selanjutnya Program/Kegiatan sebagnimana terscbut di atas
diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan
nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menten Keuangan Nomor
222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan
Fvaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

j. Pemerintnh Kabupaten Tulang Bawang Barat agar rncngfulokuikan
unggaran untuk Pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkntan moda dan sarana transportasi umum sebesar 10%
dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (9]
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah bahwa Husil pererimaan Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang
dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan
moda dan sarnna transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG
1. Belanja Pegawai

a. Penyediaan anggaran yang tsrcantum pada kode rekening
00X LXX.X%.x%.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar
Rp277.067.794.267,00 berkurang sebesar Rp13.133.677.965,29
atau 4,74% menjadi scbesar Rp263.934.116.301,71.

Dapat dianggarkan dengan be-pedoman pada butir 111.2.a.1),
butir 111.2.a.2}, dan butir 111.2.a.3) Lampiran | Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Tahun Anggamn 2020.

b. Pemerintah  Kabupaten Tulang Bawang Barat agar
menganggarkan jaminan kecelakaan keja dan kematian bagi
Bupati/Wakil Bupati, Fimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD
berpedomun pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan
butir 1l1.2.a.5)Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. Penyedinaan anggamn yang tercantum pada kode rekening
X xaxaoaeexx.xx.5 1.1.01.09 luran Asuransi Keschatan semula
sebesar Rp7.462.831.405,00 berkurang scbesar
Rp2.320.909.362,00 atau  31,10%  menjadi sebesar
Rp5.141.922.043,00.



“

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggoti DPRD serta PNSD, dapal dinnggarkan
berpedoman  pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminon Sosinl Nasional, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Keschatan sebagnimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nonior 64 Tuhun 2020 dan butir 111.2.a.4)Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Tahun

Anggaran 2020;

. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat

Daeroh, antara lain  tercantum pada kode rekening
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1, Belanja Pegawai pada Kelompok
Belanja Tidak langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
(DPRD} Knbupaten Tulang Bawang Barat semula sebesar
Rp10.582.766.928,00 bertambah schesar Rp3.800.412,00 atau
0,04% menjadi sebesar Rplﬂ.586.567.34"1.00 yang antara lain
diuraikan pada kode rekening:

1) 4.01.401.01.00.00.5. 1.1.01.11. Tunjangan Panitia

Musyawarah schesar Rp24.299.100,00;

2 4.01.4.01.01.00.00,5.1,1.01.12. Tunjangan Komisi scbesar
Rp37.818.900,00;

3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Panitia
Anggaransebesar Rp 29.780.100,00;
4] 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan

Kenormatan sebesar Rp11.144.700,

5) 4.01.4.01.01 060.00.5.1.1.01.16. Tunjangan  Perumahan
sebesar Rp2.583.000.000,00;

6) 4.01.4.01.01 .00.00.5.1.1.01.19 Belanja Penunjang .
Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00

7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.25. Belanja  Tunjangan
Transportasi Pimpinan dan anggota DPRD sebesar
Rp2.592.000.000,00. :

8; 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.20. Belanja Tunjangan Reses
Pimpinan dan Anggota DPRD Rp567.000.000,00. '
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Dapat  dianggarkan dengan  berpedoman pada ketentuan
Pernturan  Pemerintnh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dun Administratil Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rukyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daernh serta Pelaksanaan dun Pertanggungjawaban
Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap
Implementasi Subs.ansi Peraturan Pemerintnh Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggotn DPRD serta Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang
tercantum pada  kode rekening  x.xx.x.o0.x0¢.xx.xx.5.1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS semula scbesar
Rp40.894.129.400,00 berkurang Rp6.846.757.991,00 atau
16,74% menjadi sebesar Rp34.047.371.409,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan
sctciah mendapat persetujuan Menteri Dalamn Negeri sesuai
ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah, dan perliitungannya telah
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhacap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemenntah Daerah.

Penyediaan anggaran pada:

1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar
Rp13.056.100.000,G0 berkurang sebesar
Rp1.176.000.000,00 atau 9,01% menjadi  sebesar
Rp11.880.100.000,00 vang diuraikan dalam kode rekening;

a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada
Pemerintah Pusal semula sebesar Rp2.805.000.000,00
berkurang sebesar Rp£50.000.000,00 atau 30,30%
menjadi sebesar Rp1.955.000.000,00;

b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada
Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar
Rp2.240.000.000,00 bertambah sebesar
Rp350.000.000,00 atau 15,63% menjadi  sebesar
Rp2.590.000.000,00.

c) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada
kelompok/anggota masyarakat semula sebesar
Rp5900.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 .
atau 20,00% menjadi setesar Rp600.000.000,00.
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d) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.08 Belanjn Hibah kepada
ackolah swnsta semuln schesar Rp7.511.100.000,00
berkurang schesar Rp776.000.000,00 ntau 10,33%
menjadi sebesar Rp6.735.100.000,00.

2) Belanja Bantuan Sosial ynng diurnikan pada Belanja Bantuan
Sosinl Kepada Anggota Masyarakat semuln sebesar
Rp6.731.000.000,00 bertambah sebesar Rpi00.000.000,00
atau 1,49% menjadi sebesar Kp6.831.000.000,00.

Belanjn hibah dan Bantuan Sosial dapat dianggarkan apabila
pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan telah terpenuhi dengan berpedoman pada
ketentuan Pasal 298 avat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerali dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosinl Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. »

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawavan dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial, scsuai ketentuan Pasal 42
ayat {1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beocrapa Fali terakhir dengan
Peraturan Menteri Calam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan
memperhatikan asas keadilan, Kkepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya dafltar nama penerima, alamat penerima dan beserta
besaran uang agar dicantumkan pada Lampiran 1l dan IV
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD, sesuai
ketentuan Pasal 11A dan Pasal 30A Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019.



Penycdiaan anggaran yang tercantum pada kode rckening
4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Feuangan kepada
Partai Politik sebesar Rp400.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kcpada Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan
Peraturan Menteri Dulam Negeri Womor 77 Tahun 2014 tentang
Pedoman Tata Carn Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penynluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, Secara teknis penganggaran
agar diurni berdasarhun nama parpol penerima dan dianggarkan
pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir 111.2.d.1)Lampiran |
Pernturan Menten Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat
Menten Dalam Negen Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus
2020 perihal Penjeclasan Pembernan Bantuan Keuangan Kepada
Panai Politik yang bersumber danri APBD.

. Penyedinan anggaran SNgan kode rekening
4.04.4 04.00.00.00 5.1.8.01 Belanjn Tidak Terduga semula
sebesan Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar
Rp25.043.540 829,00 atau 1.297,18% menjadi  sebesar
Rp27 943.540.829,90 dapat dianggarkan dengan

memperumbangkan  kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnyn, diluar kendali dan pengaruh Pemenintah Kabupaten
Tulang Bawang DRarat.

Pemerintah  Kabupaten  Tulang bawang Barat  agar
menganggarkan  kebutuban  tanggap  darurat  bencana,
penanggulangan bencana alam dan benenna sosinl, kebutuhan
mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program
dan  Kkegiatan  pada  Tahun  Anggaran 2020, termasuk
pengembalian atas kelebihan penenmaan daerah tahun-tahun
sebelumnya dengan berpedoman pada butir 111.2.g Lampiran |
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangkn pencegahan  penyebaran  dan percepatan
penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat agar melakukan refocussing
kegiatan  dan  realokasi anggaran melalui optimalisasi
penggunaan Beluniza Tidak Terduga dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib
administrnsi keuangan dan admiristrasi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa scsuai Surat Edaran Komisi Pembrantasan
Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran
Pelaksanuan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan
corona  Virus Discase 2019 (COVID-19) terkait dengan
Pencepahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam
Negernn Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Perubuhan APBD Tahun Anggaran 2020.



C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyedinan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
X.XX.X. %00, XX.%x.x%.5.2. 1 Belanjn  Pegawai  semula  scbesar
Rp40.596.845.400,00 bertambah sebesar Rp252.394.000,00 atau
0,62% menjadi sebesar Rp40.849.239.400,00 yang diuraikan ke
dalam obyck belanjn dengan kode rekening:

A X.XK.X.00X00XX.XX.5.2.1.01  Honorarium PNS scmula sebesar
Rp12.653.353.000,00 bertambah sebesar Rp153.107.000,00 atau
1,21% menjadi scbesar Rp12.806.460.000,00.

D, X.300X.XX.XX.XX.XX.5.2.1.08 Belanja Pegawai BOS scbesar
Rp6.153.445.900,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektil sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksannan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerja kegiatan dimaksud. :
Selain itu, besaran alokasi belanja terscbut di atas agar dibatasi
dengan memperhatikan nsas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasarun program dan kegiatan serta didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam
kegintan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan
pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, sesuai butir
.2.a.10). Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019entang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2020. Selanjutnya, sclisik lebih dari hasil penghematan dialihkan
kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas semula sebesar Rp25.423.528.087,00 berkurang
scbesar  Rp5.777.068.720,00 atau 22,72% menjadi  sebesar
Rp19.646.459.367,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja
denpan kode rekening:

a) XX xX.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah semula sebesar Rp14.325.094.550,00 berkurang sebesar
Rp1.769.996.335,00 atau 12,36% menjadi  sebesar .
Rp12.555.098.215,00; '

b) x.ocx.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
semula sebesar Rpl11.098.433.537,00 berkurang sebesar
Rp4.007.072.385,00 atau  36,10% menjadi  sebesar
Rp7.091.361.152,00; ,

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek
cfcktifitas, efisiensi, kewajamnn dan kepatutan serta penghematan
penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam
program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan
Pemerintah Kabupaten Tuleng Bawang Barat.

. Penyediaan anggaran Dinas Pendidikan kegiatan Penyusunan Standar

Pelavanan Minimal dengan sasamn dokumen SPM sebesar
RpS0.000.000,00, agar dialihkan pada belanja lain scsuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten wlang Bawang Barat mengingat
kegiatan ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah
sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ditetapkan
bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapi:an oleh Pemerintah Pusat.

4. Penvediaan anggaran:

a. Dinas Pendidikan antura lain :

1) Kegiatan Penyelenggaraan Gebyar PAUD-Dikmas, Apresiasi
Bunda PAUD dnn Han Anak Nasional dengan sasaran
Keikutsertaan PAUD dalam Jambore PAUD-Dikmas semula
schesar Rp150.000.000,00 berkurang sebesar
Rp60.000.000,00 menjadi sebesar Rp90.000.000,00.

2) Kegiatan Pelatihan Drumband PAUD dengan sasaran chi;nan
Pelatihnn Drumband sebesar Rp100.000.000,00.

3) Kegiatan Sesialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan
Operasiocnal Sekolah (BOS) SD dan SMP dengan sasaran
terlcksananya sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah
(BO3) SD dan SMP scbesar Rp100.000.000,00.

4) Kegatan Lomba O3N SD dan OSN SMP dan Pengiriman Atlit ke
Tingkat Provinsi dengan sasaran terlaksananya OSN SD dan
OSN SMP dan Pengiiman Atlit ke Tingkat Provinsi scbesar
Rp175.000.000,00.

5) Kegmatan Tubaba Eco Camp dengan sasaran kegiatan Tubaba
Camp semula sebesar Rp450.000,000,00 berkurang sebesar
Rp213.100.000,00 menjadi sebesar Rp206.900 000,00.

6) Kegiatan Makaran Sehat di Sekolah dengan sasaran kegiatan
Makanan Schat di Sckolah sebesar Rp270.000.000,00.

7) Kegiatan Pembelnjaran dan Ektra Kulikuler dengan sasaran
terinksananya Pembelajaran dan Ektra Kulikuler sebesar
Rp4.720.021.800,00.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kegiatan Sosialisasi
Pengurangan Resiko Bencana sebesar Rp18.000.000,00.

c. Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten sebesar
Rp25.000.000,00. ¢
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d. Dinas Femberdayaan Masyarakat dan Tiyuh-

1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader PKK dengan sasaran
melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kkader PKK semula
sebesar Rp150.00.000,00 berkurang sebesar Rp1.973.000,00
menjadi sebesar Rp148.027.000,00

2) Kegiatan Pelalihan Pengembangan Potensi
Tiyuh/Kewirausahaan dengan  sasaran  melaksanakan
Pelatihan Pengembangan Potensi Tiyuh/Kewirausahaan
semula  sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar
Rp3.150.000,00 menjadi sebesar Rp196.850.000,00

. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian ‘dan

Perdagangan Kegiatan Penyelenggaraan Kewirzusahaan dengan
rasaran jumlah pesernia vang mengikuti pelatihan semula sebesar
Rp93.000.000,00 berkurang sebesar Rp35.505.000,00 menjadi
scbesar Rp57.495.000,00

Dinas Pemudsa, Olahraga dan Pariwisata

1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Dasar Kepemimpinan dengan
sasaran persentase  terselengaranya  Latsar Kepemudaan
semula sebesar Rp703.600.000,00 berkurang sebesar
Rp575.420.000,00 menjadi sebesar Rpl08.180.000,00.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Dinlog Kebudayaan dengan sasaran
jumlah peserta yang mengikuti dialog kebudayaan sebesar
Rp701.800.000,00.

3) Kegiatan Festival Bambu dengan sasaran jumlah peserta yang
mengikuti festival bamboo semula sebesar Rp1.001.800.000,00
berkurang schesar Rp469.800.000,00 menjadi  sebesar

Rp532.000.000,00.

4] Kegiatun Festival Ragem Sai Mangi Wawai dengan sasaran
jumlah peserta vang mengikuti Festival Ragem Sai Mangi
Wawai sebesar Rp250.000.000,00.

5) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan sasaran
persentase keikulsertann dan cabang olahraga semula sebesar
Rp250.600.000,00 berkurang sebesar Rp40.000.000,00
menjadi sebesar Rp290.600.000,00.

. Dinas Perpustakaan dan Arsip Dacrah Kegiatan Lomba Bercerita

dan Pidato Bahasa !ampung Tingkat Provinsi dengan sasaran
persentase kegiatan Lomba Pidato Bahasa Lampung semula
scbesar Rp30.000.000,00 berkurang sebesar Rpl15.381.600,00

menjadi sebesar Rp14.618.000,00.

. Bagian Kesra Kegiatan Penyelenggaraan Pengajian dengan sasaran

terlaksananya pengajinn semula scbesar Rp119.600.000,00
bertamoah  sebesar Rp4.010.000,00 menjadi  sebesar

Rp123.610.000,00. ‘



-26-

i. Bagian Organisasi Kegiatan Bimtek Penyusunan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintahan (SAKIP) dengan
sasaran Terlaksananya Bimtck Penyusunan (SAKIP) sebesar
Rp225.000.000,00.

agar ditinjau kembali mengingat penganggaran program dan kegiatan

tersebut  bersifat pengumpulan massa sehingga berpotensi

bertentangan denpan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan Nomor 119/2813/S. Nomor 177/KMK.07/2020

tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2020 Dalam Rangha Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat

dan Perckonomian Nasional. Pertemuan/tatap muka langsung

dengan memanfaatkan ieknologi informasi/komunikasi, antara lain:

a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi
terfokus (focus group discussion) dan kegiatan lain yang sejenis
dengan menggunakan sarana video conference/teleconference;
dan .

b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegialan lainnya
vang sejenis dengan menggunakan metode e-learning.

. Bagian Kesra

1) Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi dengan sasaran
terbentuknya Qori’' dan Qori'ah yang fasih dalam tafsiril, fahmil,
syahni, kholil dan hafiz serta berprestasi dalam bidangnya sebesar
Rp347.050.000,00.

2) Kegiatan Scleksi Tilawatil Qur'an dengan sasaran terlaksananya
kegiatan Scleksi Tilawatil Qur'an scbesar Rp200.000.000,00. '

kegiatan terscbut apar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih
prioritas berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat sesuai Surnt Edaran Gubemur Lampung Nomor
451/1357/02/2020 Tanggal 23 April 2020 hal Pembatalan
Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun
2020 dan Keikuts2rtaan Provinsi Lampung Pada MTQ Nasional ke-25

Tahun 2020.

. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD :

1) Kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
dengan sasaran jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau Bimtek
semula sebesar Rp441.000.000,00 berkurang sebesar
Rp299.700.720,00 menjadi sebesar Rp141.299.280,00.

2) Kegiatan kursus singkat pengelolaan keuangan dengan sasaran
persentase pegawai yang mengikuti diklat atau Bimtek semula
scbesar Rp299.080.000,00 berkurang sebesar Rpl119,873.316,00
menjadi scbesar Rp179.206.684,00.
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Penganggaran kedua kegatan terssbut agar dialihkan pada OPD
yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya
manusia, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi/Kabupaten/Kota atau sebutan
lnin sesuai ketentuan Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri
33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kegintan Reses dengan sasaran terlaksananya kegintan Reses
penyerapan aspirasi masyarakat untuk 6 k=giatan semula sebesar
Rpl.009.748.147,00 bertambah sebesar Rp547.160.406,00
menjadi sebesar Rpl 556,908 553,00

Pelaksanaannya ugar berpedoman kepada ketentuan Pasal 8
Peraturan Pemnerintalh Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak
Keunngan dan  Administratf Pimpinan  Jden  Anggota Dewan
perwakilan  Rakyat Dacrah  disesuaikan  dengan kelompok
kemampuan keuangan daerah yvang mentapkan bahwa

Pemberan tunjangan komunikasi intensif dan lunjangan reses
dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan
keuangan daernh tingg paling banyak 7 (tujuh) kal, sedang paling
banyak 5 (hma) kali dan rendah paling banyak 3 (tign) kali dan
uang repres=ntas ketua DPRD

Regiatan kunjungan kena pimpinan dan anggota DPRD luar
daerah dengan samarnn terlakmananyn keguitan kunjungan ke
kena  luar  dacrah bagi  anggota DPRD  semuln sebesar
Rpi 717 K17 000,00 berkurnng  sebesar  Rp22 794.172,00
nienjads nebesar Rpl /095 022 828,00

Lalam pelaksaraan penjalanan dinas luar daerah yang bersifat
konaultasi kepada pemenntali pusat, dalam pelaksanaanya agar
berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 avat (6] Pernturan
Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinnan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daernh dan Surat
Ydaran Menten Dalam Negert Nomor -~ 019 37101 /%) Tanggnl 8
Januan 2018, ditetnpkan bahwa Konsultasm yang dilakukan oleh
Pemenntah Daernh  kabupaten/kota  disclenggnrakan  oleh
gubernur sebagar wakil Pem:rintah  Pusat dan dalam hal
konsultasi  giselengearakan  oleh  gubermnur  sebagai wakil
pemenntah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai
yang diharnpkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke
Pemenintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.

Kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan dengan sasaran
terlaksananyn kegiatan kunjungan ke kerja badan dan alat
kelengkapan dewan semula sebesar Rp844.474.000,00 berkurang
scbesar Rp57.563.334,00 menjadi sebesar Rp786.910.666,00.
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Kegiatan Studi Komparasi Komisi-komisi DPRD dengan sasaran
terlaksananya kegiatan perjalanan dinas komisi di DPRD semula
sebesar Rp1.007.386.000,00 berkurang scbesar
Rp559.717.334,00 menjadi sebesar Rp447.668.666,00

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga
berpotensi inefisien, urntuk itu penyediaan anggaran kedua
kegiatan terscbut agar disatukan dan belanja yang diperlukan agar

disesuaikan dengan kebutuhan. o

Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan non formal anggota
DPRD dengan sasaran terlaksananya Bimbingan Teknis dan
Pendidikan non formal anggota DPRD semula sebesar
Rp1.295.864.853,00 bertambah sebesar Rp63.799.620,00
menjadi sebesar Rp1.359.664.473,00

Kegiatan Woikshop DPRD dengan sasaran meningkatnya
kapasitas anggotu DPRD semula sebesar Rp386.247.000,00
berkurang sebesar Rp56.038.000,00 menjadi  sebesar
Rp330.209.600,00

dilakukan paiing banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu)
tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar
daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dan
Jumlah kegiatan dulam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggola Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018, Pembiayaan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut agar berpedoman kepada Surat
Mendagn No. 138.1/3508/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal
Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Raryat Dacrah Provinei, Kabupaten, dan Kotn:

Kegiatan Pembahasan Raperda dengan sasaran terlnksananya
kegiatan pembahasan raperda sebanyak 16 (enam belas) raperda
semula scbesar Rp1.271.540.C00,00 berkurang sebesar
Rp709.417.860,00 menjadi sebesar RpS62.122.140,00

Dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan jumlah Program
Pembentukan Peraturan Daerah yang telah di tetapkan untuk
Tahun Anggarn 2020, Berdasarkan Laporan Kinerja DPRD
£abuputen Tulang Bawang Barat bahwa pada tohun 2020
Propemperda yang teluh ditetapkan sebanyak 6 Rancangan
Peraturan Daerah. '

7. Penyedinan anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan

Daerah:

1)

Kegiatan Pendidiken dan Pelatihan Kepemimpinan Pejabat
Struktural dengan sasaran jumlah peserta yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan semula sebesar Rp523.480.000,00 berkurang
scbesar Rp159.538.200,00 merjadi sebesar Rp363.94 1.800,00.
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2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktura! bagi PNSD dengan
sasaran jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pim 2, 3 dan 4
semula  sebesar Rp2.361.184.000,00 bertumbah  sebesar
Fp8.005.000,00 menjadi sebesar Rp2.368.489.000,00

Output kedua kegiatan tersebut diindikasikan duplikatif sehingga
berpotensi inefisien, penyediaan anggaran kedua kegiatan tersebut
agar disatukan dan belanja yang diperlukan discsuaikan dengan
kebutuhan.

8. Penyediaan anggaran pada Dinas Prkerjaan Umum dan Penataan
Ruang:

a. Kegiatan Pemugaran Bangunan Bersejarah dengan sasaran
Jumlah bangunan verscjarah yang dipugar semula sebesar
Rp1.302.130.000,00  berkurang scbesar Rp720.000.000,00
menjadi scbesar Rp582.130.000,00.

b. Kegiatan Pemugaran Bangunan Bersejarah | dengan sasaran
jumlati  bangunan bersejarah  yang dipupar  sebesar
Rp96.346.800,00.

Dalam pelakswnaannya bangunan yang dipugar telah ditetapkan
scbagai bangunan cagar budaya sesuai ketentuan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 201C tentang Cagar Budaya dan
pemugarannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum  dan Perumahan Rakyat Nomor:
01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya Yang
Dilestarikan

c. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah dengan sasaran kegiatan
perencanaan pengadaan tanah semula sebesar Rp940.940.000,00
berkurang scbesar Rp338.784.100,00 menjadi  sebesar
Rp602.155.900,00.

d. Kegiatan Persiapun Pengadann Tanah dengan sasaran kegiatan
persiapan pengadann tanah semula sebesar Rp1.247.200.000,00
berkurang sebesar Rp1.006.050.000,00 menjadi  scbesar
Rp241.150.000,00.

e. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan sasaran jumlah
tanah yang diadakan sebesar Rp6.777.510.000,00

l. Kegiatan Penycrahan Hasil Pengadaan Tanah dengan sasaran
Jumlah tanah yang discrahkan semula sebesar Rp500.600.000,00
bertambah  sebesar Rp260.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp760.600.000,00

Dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bugi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148
Tahun 2015, ditetapkan hahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas,
pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih
dari 5 (lima) hekuar, dapat dilakukan langsung olch instansi yang
memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, sesuai dengan tata
ruang wilayah, tidak memnerlukan penctapan lokasi dan penilaian
tanah menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
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9. Penyediaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

10.

11,

Tiyuh Kegiatan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
Tiyuh dengan sasaran melaksanakan monitoring, evaluasi
penggunaan dana desa scbesar Rp30.000.000,00. Penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Tiyuh agar berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan
Desa dan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Tiyuh
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Tiyuh.

Bagian Tata Pemerintahan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantiknn Kepala Tiyuh
dengan sasaran kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Tiyuh semula schbesar Rp73.300.000,00 berkurang sebesar
Rp26.750.000,00 menjadi sebesar Rp46.550.000,00.

agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai
ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/2577/8J Tanggal
24 Maret 2020 hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentnk dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu,

Penycdinan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

a. Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan sasaran
tercelaknya Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
scmula  sebesar  KpS48.600.000,00 bertambah  sebesar
Rp31.500.000,00 menjadi sehesar Rp5S80.100.000,00 '

b. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan sasaran
terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan semula sebesar
Rp295.976.000,0C bertambah sebesar Rp19.000.000,00 menjadi
sebesar Rp314.976.000,00

Output kedua kegiatan tersebut diirdikasikan duplikatif schingga
berpotensi inefisien, untuk itu penyerdiaan anggaran kedua kegiatan
tersebut agar disatukan dan belanja yang diperlukan disesuaikan
dengan kcbutuhan. Pendanaan penyclenggaraan program dan
kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan
ron fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan duan Belanja Negara sesuai ketentuan
Pasal 87A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016.

12. Penyediaan anggaran paoa:

a. 3Sekretanat Daerah

Penyedinan anggeran pada Kegiatan Fasilitasi Percepatan
Penyelesaian Tapal Batas Wilayah (19.01) semula sebesar
Rp94.250.800,00 bertambah sebesar Rp126.572.000,00 menjadi
sebesar Rp220.822.600,00 terdapat Bcelanja .Jasa Konsultansi
Penelitian ssmula sebesar Rp30.000.000,00 bertambah sebesar
Rp120.000.000,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00.
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b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1)

2)

Penyedinnn anggar.n pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Administrasi  Perkantoran  (01.21) semula  sebesar
Rpp144.570.000,00 bertambah scbesar Rp1.237.590.000,00
menjudi sebesar Rp1.382.160.000,00 terdapat :

n) Belanja cetnk kode rekening (5.2.2.06.01) semula sebesar
Rp2.000.000,00 bertambah scbesar Rp479.000.000,00

menjadi sebesar Rp481.000.000,00

b) Belanja  modal (5.2.327) semula  sebesar
Rp22.000.000,00 bertambah scbesar Rp88.000.000,00
menjadi uebesar Rp110.000.000,00

Kegiatan Pelnyanan Umum dan keprotokolan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (14.06) semula sebesar
Rp460.050.000,00 bertambah sebesar Rp529.350.000,00
menjadi  scbesar  Rp989.400.000,00 terdapat Belanja
Penjalanan Dinas 5.2.2.15) scmula  sebesar
Rp102.000.000,00 bertambah sebesar Rp143.000.000,00
menjadi sebesar Rp245.000.000,00

c¢. Sckretariat DPRD

1)

2)

3)

Kegiatan Peningkatan Pclayanan Administrasi Perkantoran
kode rekening (01.21) semula sebesar Rp3.003.014.000,00
berkurang scbesar Rp11.024.205,00 menjadi scbesar
Rp2.991.989.795,90 terdapat belanja Jasa Kantor-Belanja
Jasa Publikasi kode rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar
Rp220.000.000,00 bertambah scbesar Rpl10.000.000,00
mienjadi sehesar Rp220.000.000,00;

Kegiatan Penyusunan Renja dan RKA SKPD Daerah kode
reckening  {21.14)  semuln schesar Rp332.556.000,00
bertambah  sebesar  Rp268.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp600.556.000,00 terdapat:

n) kegiatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.15.02) semula
scbesar  Rpl120.000.000,00 bertambah  sebesar
Rp145.250.009,00 menjadi scbesar Rp265.250.000,00;

L) kegiatan Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Dacrah Kode rekening (5.2.2.1 5.01) semula
scbesar Rp88.356.000,00 bertambah sebesar
Rp100.000.000,00 menjadi sebesur Rp188.356.000,00,

Kegiatan Belanja Modal kode rekening (5.2.3) semula sebesar-
Rp212.000.000,00 bertambah sebesar Rp660.00.000,00
menjadi sebesar Rp872.000.000,00 terdapat belanja Modal
Peralatan dan Mesin - Pengadnan Mesin Pendingin kode
rckening (5.2.3.28.04) semula sebesar Rp110.000.000,00
bertambah sebesar Rp110.000.000,00 menjadi sebesar
Rp220.000.000,00 ;
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Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kegintan Sosinlisasi kebijnkan kependudukan kode rekening
(15.11) semula schesar Rp40.736.000,00 bertambah sebesar
Rp37.500.000,00 menjadi sebesar Rp78. 236.000,00 terdapat
belanjn  Makan dan  Minum Sosialisasi  kode rekening
(5.2.2.11.05) semula scbesar Rp2.470. 000,00 bertambah
sebesar Rp25.000.000,00 menjadi sebesar Rp27.570. 000,00

Dinas Perhubungan

Kegiatan pengumpulan dukumen dan analisis database
pelayaan angkutan kode rekening (17.25) scmula scbesar
Rp23.309.000,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00
menjadi sebesar Rp323.300.000,00 terdapal belanja 'jasa
konsultansi perencanuan kode rekening (5.2.2.21.02) semula
sebesar Rp21.000.000,00 bertambah scbesar Rp280. 000.000,00
menjadi sebesar Rp301.000.000,00;

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kode
rekening (01.40) semula sebesar Rp117.000.000,00 bertambah
sebesar Rp339.000.000,00 menjadi scbesar Rp456.000.000,00

terdapat:

a) Belanja modal peralatan semula sebesar Rp20.000.000,00
bertambah scbesar Rpl110.000.000,00 menjadi sebesar

Rp130.000.000,00.

b) Belanja modal pernlatan dan mesin-pengadaan peralatan
studio visual kodere kening (5.2.3.31.01) semula scbesar
Rp65.000.000,00 bertambeh scbesar Rpl127.500.000,00
menjadi sebesar Rp192.500.000,00.

Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah kode rekening (21.25) sebesar Rp290.000.000,00,
terdapat belanja jasa pubiikasi kode rekening (5.2.2.03.12)
semitla  sebesar Rp280.000.000,00 Dbertambah  sebesar
Rp145.000.000,00 menjadi sebesar Rp425.000.000,00;

. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

Kegintan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran lkn-di:
rekening (01.21) semula sebesar Rp1.443.650.000,00
bertambah  sebesar Rp734.181.656,00 menjadi sebesar
Rp2.177.831.656,00; terdapat belanja jasa publikasi kode
rekening (5.2.2.03.12) semula sebesar Rp250.000.000,00
bertambah sclLesar Rp472.000.000,00 menjadi sebesar
Rp722.000.000,00.
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Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan, kewajaran, waktu pelaksanaan dan penghematan
penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan
Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neperi Nomor 21 Tahun 2011. '

Penycdinan anggaran pada:
a. Dinas Prkerjanan Umum Dan Penataan Ruang

1) Kegiatan Pernbangunan/penirgkatan infrastruktur 1 kode
reckening  (29.06) semula sebesar Rp13.639.800.000,00
berkurang schesar Rp600.000.000,00 menjadi
Rpi3.039.800.000,00 terdapat Welanja jasa konsultasi
pengawasan kode rekening (5.2.2.21.03) semula
Rp525.000.000,00 berkurang scbhesar Rp390.000.000,00
menjadi sebesar Rpl35.000.000,00

2} Kegiatan pemanfaatan ruang kawasan 1 kode rekening (37.16]
semula sebesar Rp5.168.075.000,00 berkurang sebesar
Rp4.060.000.000,00 menjadi Rpl1.108.075.000,00 terdapat
belanja  josa  konsultasi pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar Rp175.000.000,00 berkurang
scbesar Rp165.000.000,00 m=njadi sebesar Rp10.000.000,00

L. Dinas Perumahan, Knwnsan Pemukiman Dan Pertanahan

Kepiatan pembangunan taman eliowisata dan edukasi embung
kode rekening (37.23) semula  sebesar  Rp979.964.000,00
berkurang  scbesur  Rpl12.640.000,00 menjadi  scbesar
Rp967.324.000,00 terdapat belanja jasa konsultasi pengawasan
kode rekening (5.2.2.21.03) sebesar Rp10.000.000,00

agar dianggarkan pada belanjn modal, sesuai ketentuan point 111.2.1.2)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggeran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran
belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembelian/pengadann asect tetap dan aset lainnya (aset tak
berwujud) yang meinpunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas)
bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai
batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold). Nilai aset
tetap dan aset lainnya yung disnggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah scbesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut
siap digunakan,
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14. Penyediaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan
peningkntan pelayanan administrasi perkantoran kode rekening
{01.21) semula seberar Rp3.685.200.000,00 bertambah sebesar
RpS54.112.000.00 menjadi scbesar Rp3.739.212.000,00 terdapat
belanjn narn sumber/tenaga ahli kode rekening, (5.2.2.26.03) sebesar
Rp32.760.000,00, penycdinan anggaran belanja terscbut dintas agar
ditata kembali, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek
belanjn tersebut tidak nemiliki korelnsi langsung dengan keluaran
yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36,
Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1.

15. Penyedinan anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Kegintun Pelayanan Umum dan keprotokolan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (14.06) semula sebesar Rp460.050.000,00
bertambah scbesar RpS529.350.000,00 menjadi scbesar
Rp989.400.000,00 terdapat Belanja Honorarium PNS  (5.2.1.02)
semula sebesar Rp147.000.000,00 bertambah scbesar
Rp159.6G00.000,00 menjadi sebesar Rp306.000.000,00.

Dapat dinnggarkan dalam rancangan Peraturan Dacrah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
target kinerjn kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarnum ASN dan
Honorarium Non ASN ibatasi dengan memperhatikan asas
kepatutan, kewajaran dan rasioralitas dalam mencapai sasaran
program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa
keberadaan ASN dan Nen ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki
peranan dan kontribusi nyata terhadap vclektifitas pelaksanaan
kegiatan terscbut dengan memperhatikan pemberian tambahan
penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentfif Pemungutan Pajak
Daernh dan retnbusi dacrah,sebagaimana maksud butir 11[.2.a.10)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

IV. PEMBIAYAAN

1. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan kode rekening
4.04.4.04.11.00.00.6.1. semula sebesar Rpl105.875.374.584.,00
bertambah scbesar Rp16.617.959.506,62 menjadi scbesar
Rp122.493.334.090,62 yang antara lain diurai kedalam kode rekening:

a. 4.04.4.04.11.00.00.6.1.]1 Eisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya semula sebesar Rp34.753.674.584,00
bertambah  sebesar Rp17.836.959.506,62 menjadi sebesar
RpS52.590.634.090,62.
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Penganggaran besaran SiLPA tersebut tidak sesuai dengan Laporan
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
atas Laporan Keuangiin Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2019 Nomor 27A/LHP/XVIN.BLP/06/2020 tanggal 19 Juni
2020 yaitu sebesar Rp54.835.632.263,62 atau terdapat selisih kurang
sebesar Rp2.244.998 173,00 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat agar menyesuaikan SiLPA sesuai dengan yang tercantum dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2019 dan Peraturen Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
tentang Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Penjabaran
Pertanggungjwaban Peluksanaan APBD Tahun \nggaran 2019.

Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian
obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan
butir I11.3.a.1} Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. 4.04.4.04.11.00.00.6.1.4 Pencrimaan Pinjaman Daerah sebesar
Rp65.467.000.060,00.

dapalt diangparkan scpanjang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat schagaimana
ketentuan Pernturan Pemerintah Nomor o6 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatil Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daernh, Batas Maksimal Defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal
Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiavaan  semula scbesar
Rp19.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp6.919.920.828,00 atau

34,82% menjndi sebesar Rp12.955.079. 172,00 vang diurai kednlam kode
rekening:

a. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal pada Bank semula
scbesar Rp2.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp500.000.000,00
atau 25,00% menjadi sebesar Rp1.500.000.000.00.

Penganggarun Penyertazn Modal dan Reinvestasi Deviden kepada PT
Bank Lampting agar inemperhatikan Surat Gubernur Lampung Nomor
580/1627.a/04/2020 Tangzal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal
ke Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat Umum Pemegang
Saham PT Bank Lampung Tanggal 12 Februar 2020,

Selnin itu, Penyertaan Modal harus terjamin efcktifitas pengelolaan
serta akuniabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan
usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik
serta membenkan kontribusi laba yang signifikan (performance based)
pada Pemcrintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta telah
melakukan analisis investasi sesuaj ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor $2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Inveatasi Pemerintah Daerah.
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b. 4.04.4.04.11.00.00.6.2 2. Pembayaran Pokok Hutang semuln sebesar
Rp17.875.000.000,00 berkurnng  sebesar  Rp6.419,920.828,00
menpiedi - sebesnr Rpil1.455.079.172,00. Pelaknannnnnyn apnr
berpedomnn pada Pernturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjamnan Daerah,

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Pernturun Daerah tentang Perubahan Anggnran Pendapatan dan
Belanjn Daernh Knbupaten Tulang Eawang Barat Tnhun Anggaran 2020,

a. Konsidernn Menimbang huruf a, diubah menjadi

bahwa untuk melaksanakan ketentuar, Pasal 316 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang  Pemerintahan  Daerah
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APRD dapat dilakukan jika
terjadi perkembangan vang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan
yang menyebabkan harus dilekukan pergeseran anggaran antar unit
organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang
i menycbabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun schelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan
darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belunja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. Kensiderans mengingat :

- Angka 13 diubah menjadi : “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);"

- Angka 29 diubah menjadi : “Peraturan Pemernintah Nornor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
lLembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);*

- Angka 41 diubah menjadi : “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari APBD (Beritn Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terukhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);”

- Angka 18 dihapus/dihilnngkan.
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- Tambahkan Peraturan Dacrah tentang RPJMD dan Peraturan Daerah
tentang Pokok-Pokok Pengelolann Keuangan Dacrah.

Penulisan dnsar hukum disesunikan dengan  hirarki  perundang-
undangan.

c. Batang Tubuh :
1) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah menjadi :
Pasal 3

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dnn jenis belanja :

a. Belanja pegawai
1) Semula Rp.........
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.........

Jumlaih belanja pegawai s~telah perubahan  Rp..............

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rpoianns
2]) Bertambah ) (berkurang) Rp.........
Jumlah Dbelanja barang dan jasa setelah perubahan
| 1 « S,
c. Belanja maodal
1) Semula Rp........
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.........

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp..coooviens

2) Ketentuan Pasal S, agar dirinci kriteria belanja untuk keadaan darurat
dan keperluan mendesak, sesual ketentuan Pasal 69 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.

3) Ketentuan Pasal 6 disempumakan menjadi :
Paszal 6
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lnmpiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, tevdin dan :

1. Lampiran | . Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemncrintahan Daernh dan Orgnnisasi;

3. Lampiran I : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Peinerintahan Daernh, Orgunisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
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4. Lampiran IV ! Rekapitulani  Perubahan  UBelonjn Menurut
Urusan Pemerintahnn Daernh, Organisasi,
Program dan Kegintan;

S. Lampiran V : Rekapitulusi Perubahan Belanja Daerah Untuk

Keselnrnsan  Dan  Keterpaduan  Urusan
Pemerintahan  Daernh  dan  Fungsi  Dnlam
Kernngkn Pengelolnan Keuangan Negara,

6. Lampiran VI * Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar  Kegintan-Kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran
Ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.
4) Ketentuan Pasal 7 disempumakan menjadi :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraluran Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanju Dacran scbagai landasan
opersional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

d. Lampiran :

1) Lampiran I-VIll, penulisan lampiran pada pojok kiri atas diletakkan
dipojok kanan atas dan diubah, menjadi :

LAMPIRAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR.....TAHUN 2020 b
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2) Larapiran VI, judul lampiran diubah menjadi :

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI
DALAM TAFUN ANGGARAN INI

2. Rancangan Peruturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
7 -dapatan dan Belanja Daecrah Kahupaten Tulang Bawang Barat Tahun
Anggaran 2020.

a. Diktum mengingat ugar disesuaikan dengan koreksi pada Raperda.
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b. Batang Tubuh :

1)

Ketentuan Pasal 2, diubah menjadi :
Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pundapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran |, Lampiran l.a dan Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
Ketentuan pasal 5 diubah menjadi :

Pasal 5

Peraturan Bupati ini niulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati/Walikotn ini dengan pencmpatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten/Kota... [Nama Kabupaten/Kota).

c. Lampiran:

2)

3)

Lampiran 1-1V, penulisan lampiran pada pojok kiri atas diletakkan
dipojok kanan atas dan diubah menjadi :

LAMPIRAN ......

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG PNARAT

NOMOR....... TAHUN 2020

TENTANCG

PENJABARAN PERUDAIIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran La, judul lampiran diubah menjads :

RINGKRASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN OBYEK
PENDAPATAN, BDELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Il
Kolom Penjelasan agar dicantumkan:
a) dasar hukum untuk pendapatan.

b) untuk belanja, cantumkan lokasi kegiatan dan sumber
pendenaannya bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah
diarnhkan penggunaannya.

c¢) untuk pembiayaan, cantumkan dasar hukum, sumber
penerimaan untuk kelompok penerima pembiayaan dan tujuan
pengecluaran  permnbiayaan untuk kelompok  pengeluaran
pembiayaan, sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011,
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4) Lampiran I, judul lampiran diubah menjadi :
PEMERINTAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DAFTAR PENERIMA HIBAN
TAHUN ANGQARAN 2020

5) Lampiran IV :
- judul lampiran diubah menjadi :
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANQ BARAT
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAIUN ANGGARAN 2020

- nama penerima dan alamat pencrima terutama bantuan sosial
yang direncanakan agar dirinci secara lengkap.

3. Penganggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 agar
memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/377/V1.02/HK/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang
Bawang Barat Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

4. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan
Bupati Tulang Bawang Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang
dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

GUBERNUR LAMPUNG,

—m—

ARINAL DJUNAIDI




